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Ya Allah Ya Tuhanku... berikanlah aku ilham untuk dapat
mensyukuri Nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan

kepada Ibu-Bapakku

Dan untuk mengerjakan amal shaleh, ridhai dan masukan aku dengan Rahmat-Mu
kedalam golongan hamba-hamba Mu yang shaleh

(Qs. An-Naml : 19)

Allah akan meninggikan orang-orang
Yang beriman diantara kamu dan

Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
Beberapa derajat

(Qs. Al-Mujaadilah : 11)

Ya Allah, sembah sujudku pada-Mu, atas izin dan ridha-Mu ya Allah...
Suatu perjalanan telah kulalui hari ini. Langkahku terhenti sejenak
Ketika sebuah cita-cita telah kuraih. Ku sadar, ini bukan akhir dari
segalanya
Karena perjalanan panjang telah menantiku
Tuntun dan terangkan selalu jalan hamba-Mu ini...

Ku persembahkan karya dan pencapaian ini kepada kedua orang tuaku yang
tersayang. Yang telah mengorbankan segalanya untukku yang takkan pernah
dapat tergantikan olehku sebagai seorang anak. Berkat doa dan curahan air
matanya, membawaku ke gerbang baru dalam kehidupan dari perjalan panjang
dan melelahkan. Ibunda Yulini dan  Ayahanda Syahlan, izinkan aku mengantar
secuil keberhasilanku kedalam pangkuan mu, semoga anakmu ini selalu  bisa
membuat senyum bahagia terpatri dari wajahmu.

Ya Allah, akan kusongsong masa depan yang cerah, hanya kepada-
Mu lah aku berserah, hanya kepada-Mu lah kami berharap..
Tunjukan aku selalu jalan Ridha-Mu.

Aamiin Ya Rabbal’alamin
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ABSTRAK

Dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, istri mengajukan gugatan rekonvensi
mengenai hak istri dan anak, yang merupakan jawaban atas gugatan perceraian
yang diajukan suami ke Pengadilan Negeri Padang. Untuk itu, penting  diperoleh
kejelasan tentang hak isteri dan anak sebagai salah satu akibat hukum perceraian.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1) Bagaimanakah pertimbangan hakim
terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara
No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg?. 2) Bagaimanakah putusan hakim terhadap gugatan
rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg?.
Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan
data adalah studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hakim dalam
memutus gugatan rekonvensi atas hak isteri dan anak dalam perkara
No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg harus mencakup tiga aspek yaitu aspek yuridis,
filosofis dan sosiologis. Dalam putusannya hakim mengabulkan sebagian tuntutan
gugat balik isteri dan menolak sebagian lagi. 2) dalam putusan hakim
No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, Hakim telah menerapkan dengan baik ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai
salah satu akibat hukum perceraian, yang di dalam putusan tersebut hakim telah
menerapkan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) sedangkan ketentuan Pasal 41 (c) tidak
dilaksanakan berkenaaan dengan asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat
pasif.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Gugatan Rekonvensi
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Begitu idealnya tujuan perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang

ini, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan itu sering

berakhir dengan perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan

dapat putus karena:

a. Kematian;

b. Perceraian;

c. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami istri, yang

mana antara kedua belah pihak merasa tidak cocok dan tidak mampu lagi
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dalam melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan antara suami dan istri

berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga

keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi

menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun,

putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahmi, antara

bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak

selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah putus tersebut.1

Meskipun perceraian terjadi, suami tetap berkewajiban untuk memberi

nafkah kepada anak dan bekas istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan akibat putusnya

perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik
anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan
keputusannya;

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan
yang diperlukan anak itu,bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat
memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Bagi warga negara Indonesia non muslim, baik pihak suami ataupun istri

yang ingin mengajukan gugatan perceraian dapat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat. Terhadap gugatan penggugat itu

juga dapat diajukan gugat rekonvensi atau gugat balik.

1Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm 18 - 19.
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Gugat rekonvensi diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR.

Gugat rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap

penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Tuntutan

rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan,

yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur dan

menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan satu sama lain.2

Salah satu gugat rekonvensi (gugat balik) yang diajukan tergugat di

Pengadilan Negeri Padang adalah gugat balik pada tahun 2012 dalam perkara

No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg. Dalam perkara ini, istri sebagai tergugat

mengajukan gugat rekonvensi terhadap suaminya. Suami sebagai penggugat

memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan perkawinannya putus

karena perceraian, dan meminta agar menjadi wali dari anak-anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terhadap gugatan ini, istri dalam

jawabannya mengajukan gugat rekonvensi. Dalam gugat rekonvensi tersebut,

istri meminta agar anak tersebut berada dalam asuhannya, sekaligus

menghukum suami membayar biaya pemeliharaan kedua anaknya sebesar

Rp.3.000.000 setiap bulannya, sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak

tersebut dewasa/mencapai umur 21 tahun atau bisa mandiri.

Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, menarik minat penulis

untuk meneliti lebih dalam mengenai hak istri dan anak dengan terjadinya

perceraian. Oleh karena itu penulis ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah

dengan judul: “Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) Atas Hak Istri Dan

2Sudikno Mertokusumo,2006, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke Tujuh, Liberty,
Yogyakarta,hlm. 124.
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Anak Dalam Perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg Di Pengadilan Negeri

Kelas 1A Padang.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak

istri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak isteri

dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap gugat rekonvensi atas hak

istri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

2. Untuk mengetahui putusan hakim terhadap gugatan rekonvensi atas hak

isteri dan anak dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-

bahan kepustakaan hukum dalam mengkaji putusan hakim.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yang berupa:

1) Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
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3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534K/Pdt/1996.

7) Putusan hakim dalam perkara No.143/Pdt.G/2012/PN.Pdg.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

Buku-buku literatur, jurnal hukum dan bahan dari internet yang

berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah studi dokumen, dengan membaca dan memahami peraturan

perundang-undangan, putusan hakim No. 143/Pdt.G/2012/PN.Pdg, buku-

buku literatur, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis

kualitatif, dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti,

kemudian diolah untuk ditarik kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk

kalimat.


